BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 100.3.3.2/KEP.503-DPMD /2020

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SARIMUKTI

Menimbang

. Q.

KECAMATAN PASIRWANGI

BUPATI GARUT,

bahwa sesuai surat Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Nomor
141.1/Lap.03-BPD/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Laporan
Hasil Pemilihan Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi,
telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Sarimukti

Kecamatan Pasirwangi, |
bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Nomor
141.1/3/Kep-PPKD-SARIMUKTI/V /2023 tentang Penetapan
Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak
Desa  Sarimukti Kecarnatan Pasirwangi Tahun 2023,
Sdr. Deni, S.P ditetapkan sebagai calon kepala desa yang

memperoleh suara terbanyak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkeatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,
Perigangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 69
ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan
Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai
pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat
30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan
dari Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf C, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati QGarut tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi;
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
republik Indonesia

Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg-
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
6 Tahun 2023 tentang

A

dengan Undang-Undang Nomor
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Cipta Kerja menjadi

Nomor 2 Tahun 2022

Undang-Undang (Lembaran
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lem

Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Repubiik Iadonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubab beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); £

6. Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
}I;’zngz;)?ikatan dap Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
diupblja hl dImdonesm Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
o zotlax;gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
i 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
F’egerl Nompr 82 Tahun 2015 tenteng Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
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7. Peraturan Daerah Kabupate t Nomor 18 Tahun 2914
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupa?en Gargt
Nomor 3) sebagaimana telan diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten ‘Garut Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Da}erah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);
aten Garut

8. Peraturan Daerah Kabup Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
hun 2016

an Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Ta
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daeran Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturar. Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10J;

10. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 20
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah  Kabupaten  Gearut (Berita  Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

11. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telab diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 16
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 16);

n Caru

9. Peratur

Surat Ca}mat Pasirwangi Nomor 141,/193-Kec/2023 tanggal
31 Mei 2023  perithal Laporan  Hasil  Pemilihan

Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi;

2. Surat Ketua Bgdan Permusyawaratan Desa Sarimukti
Kecamatan Pagnwangi Nomor  141.7 /Lap.03-BPD/2023
tanggal 24 Mgl 2023 perihal Laporan Hasil Pemilihan
Kepala Desa Sarirnukti Kecamatan Pasirwangi;

Memperhatikan : 1.

MEMUTUSKAN:
M '
enetapkan ; KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA SARIMUKTI

KECAMATAN PASIRWANG!.
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-SATU : Mengesahkan dan Mengangkat Sdr. DENI, S.P sebagal
s Kepala Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi, untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa
tanggung jawab.

KESATU

: Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum
diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal
pelantikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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